
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan 
Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang- 
Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang 
Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan 
Daerah Tingkat II termasuk Kota Praja dalam Lingkungan 
Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 
73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
1821); 

2. Undang-Undang Nornor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234); 

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat ( 1) 
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah dan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten 
Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten 
Lampung Selatan, maka perlu diatur Rincian Tugas 
Jabatan Pada Dinas Petemakan dan Kesehatan Hewan 
Kabupaten Lampung Selatan; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati 
tentang Rincian Tugas Jabatan pada Dinas Peternakan 
dan Kesehatan Hewan Kabupaten Larnpung Selatan; 

Mengingat 

Menimbang 

RINCIAN TUGAS JABATAN PADA DINAS PETERNAKAN 
DAN KESEHATAN HEWAN KABUPATEN LAMPUNG SELATAN 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI LAMPUNG SELATAN, 

TENTANG 

BU PAT I LAMPLING SELATAN 
PROVINSI LAMPUNG 

PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN 
NOMOR 62 TAHUN 2016 



BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal l 

Dalarn Peraturan Bupati ini yang dimaksud derigan : 

l. Daerah adalah Daerah Kabupaten Lampung Selatan. 
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai un su r 

penyelenggara Pernerintahan Daerah yang mcrmmpin 
pclaksanaan ur usan Pcmcrintahan yang rncnj.id i 
kcwcnangan daerah otonom Kabupaten Lampung Sela tan. 

3. Bupati adalah Bupati Lampung Selatan. 
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupatcn 

Lampung Selatan. 

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG RINCIAN TUGAS JABATAN 
PADA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN 
KABUPATEN LAMPUNG SELA TAN. 

MEMUTUSKAN : 

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tcntang Aparat ur 
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik I ndone sia Tahu 11 

2014 Nomor 6, Tambahan Lernbaran Negara Rcpublik 
Indonesia Nomor 5494); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tanun 2014 tent.mg 
Pernerintahan Daerah (Lembaran Negara Rcpublik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lcrnba ra n 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana tclah 
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Und.ing 
Nomor 9 Tahun 2015 (Lernbaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 
Republik lndonesia Nomor 5679); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2013 tcnt.ang 
Pemberdayaan Ternak ((Lembaran Negara l~cpublik 
Indonesia Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lcmba ra r: 
Negara Republik Indonesia Nomor 5391); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 20 l 6 tent. ing 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lernbaran Negara 
Rcpublik Indonesia Nomor 5887); 

8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nornor 7 
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Pcrangkat 
Daerah Kabupaten Lampung Selatan (Lembaran Daerah 
Ka bu paten Lampung Se Iatan Tahun 2016 Nomor 1 o, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Sclatun 
Nomor 16); 

9. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 36 Tahun 20 I b 
ten tang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susuna 11 

Organisasi, serta Tata Kerja Perangkal Daerah Ka bu pat en 
Larnpurig Selatan. 



h. Kelompok .Jabatan Fungsional. 

g. Unit Pelaksana Tckriis: dan 

d. Bidang Perbibitan dan Produksi, membawahi : 
1. Seksi Perbibitan; 
2. Seksi Ruminansia; dan 
3. Seksi Non Ruminansia. 

c. Bidang Kesehatan Hewan dan Keschatan Ma syarn kat 
Veteriner, Pengolahan dan Pemasaran, mcrnbawa hi : 
l. Seksi Kcsehatan Hewan; 
2. Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner; dan 
3. Seksi Pengolahan dan Perna saran. 

I. Bidang Penyuluhan, membawahi : 
1. Seksi Kelembagaan; 
2. Seksi Ketenagaan; dan 
3. Scksi Metodc dan Inforrnasi. 

Susunan Organisasi Dinas Peternakan dan Kcschatan Hcwa n 
adala h sebagai berikut: 
a. Kepala Dinas 

b. Sekrctariat, membawahi: 
1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 
2. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi: dan 
3. Sub Bagian Keuangan dan Aset. 

c. Bidang Prasarana dan Sarana, mernbawahi : 
1. Seksi Lahan dan Irigasi; 
2. Seksi Pakan;dan 
3. Seksi Pembiayaan dan investasi. 

Bagian Kesatu 
Susunan Organisasi 

Pasal 2 

BAB II 

SUSUNAN DAN STRUKTUR ORGANISASI 

5. Dinas adalah Dinas Peternakan dan Kesehalan Hewan 
Kabupaten Larnpung Selatan. 

6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Peter riakan clan 
Kcschatan Hewan Kabupaten Lampung Selatan. 

7. Unit Pelaksana Tekriis yang selanjutnya disingkat lJ J>T 
adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Petcrnakan d<tn 
Kesehatan Hewan Kabupaten Lampung Selatan. 

8. Jabatan Fungsional Umum yang selanjutnya disingkat. JFU 
adalah Jabatan Fungsional Umum pada Dinas Pct.crria ka n 
dan Keschatan Hewan Kabupatcn Lampung Selat.a n. 



Pasal 5 
Untuk menyelenggarakan tugas pokok scbagairnana dimakxud 
dalam Pasal 4. rincian tugas Kepala Dinas adalah scb.igai 
berikut : 
a. menyusun dan merumuskan program dan kebijakan tck n is 

dibidang peternakan dalam rangka pe ncapaian t.uj uu n 
penyelenggaraan tugas pokok, Fungsi dan kcwcnaruzan 
diria s: 

b. mcmirnpin , membina mengoordinasikan, mcrna ntau d;.rn 
me nge ndalikan pelaksanaan program dan kebijakan t.ck n is 
dibidang peternakan agar sesuai perencanaan yang tr.lah 
ditentukan; 

c. mengoordinasikan pelaksanaan tugas dengan Dinas 
Instansi terkait dalam bidang peternakan agar tcrjad i 
kesamaan persepsi dan kesatuan langkah dan gcrak da la m 
pe laksanaan pem bangunan; 

d. merumuskan kebijakan, pengaturan, perericanaan dun 
penetapan standar pedoman; 

e. melaksanakan kerja sama antar kecarnatan da n 
pengendalian penyakit peterriakan ; 

r. mcngembangkan kemampuan teknis sumber daya man u sia 
dalam bidang peternakan; 

g. melaksanakan promosi ekspor komoditas pctcrnakan 
unggulan daerah kabupaten; 

h. melaksanakan pengaturan dan penanggulangan wa ha h 
hama penyakit mcnular sorta pelaksanaan pcnyidikan 
pcnyakit tcrnak; 

Tugas Pokok Kepala Dinas adalah mernirnpin , mcngcridalikun 
dan mcngawasi serta mcngoordinasi pclaksanaan tugas Di uax 
Pctcrriakan dan Kesehatan Hcwan dalam mcnyclcnggar akun 
sebagian kewenangan kabupaten dalam bidang Petcrnakan clan 
Kesehatan Hewan, dan tugas pembantuan yang dibcrikan ulc.h 
pernerintah kepada Bupati, serta tugas lain scsuai dcnuan 
kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati bedasarkan Pcrat.urun 
Perundang-undangan yang berlaku untuk kelancaran t.ugas 
dibidang Peternakan dan Kesehatan Hewan. 

Bagian Kesatu 
Kepala Dinas 

Pasal4 

BABllI 
RINCIAN TUGAS JABATAN 

Bagian Kedua 
Struktur Organisasi 

Pasal 3 

Bagan struktur organisasi Dinas sebagaimana dimaksud dalarn 
Pa sa l 2 lercantum pada Larnpiran dan mcrupakan bagian y;rng 
tidak terpisahkan dari peraturan ini. 



Untuk menyelcnggarakan tugas pokok sebagairnana d ima kxud 
daIam Pasal 6, rincian tugas Sekrctaris ada lah scb;1gai 
berikut: 
a. melaksanakan koordinasi dengan seluruh bida.ng da lum 

rangka penyusunan program kerja Dinas Peternakan chin 
Kcsehatan Hewan sebagai pedoman penyusunan Anggaran 
Pcndapatan dan Belanja Dinas, serta rcncana k crju 
Sekretariat untuk dijadikan bahan acuan dularn 
pelaksanaan tugas; 

Pasal 7 

Bagian Kedua 

Sekretaris 
Pasal 6 

Tugas pokok Sekerataris adalah melakukan koordinasi 
penyusunan program dan rencana kerja dinas dibidarig 
pengelolaan urusan umurn, rumah tangga, surat-rnenyurut , 
kepegawaian dan perlengkapan serta mengelola adrninist ra si 
urusan keuangan kantor, sesuai dcngan pcraturan pcrund.mg- 
undangan yang berlaku untuk kelancaran pclaksanaan tugas, 

1. melakukan pernbinaan, pengendalian, pengawa san clan 
koordinasi; 

J- mempelajari peraturan perundang-undangan yang 
berhubungan dengan peternakan sebagai acuan dalarn 
pelaksanaan tugas; 

k. membagi habis tugas Dinas dibidang teknis dan 
administrasi kepada bawahan, agar setiap aparatur yang 
berada dilingkungan Dinas mempunyai dan mcrnaharni 
be ban tugas dan tanggung jawabnya masing-rnasing; 

1. memberi petunjuk teknis dan pengarahan serta bimbinuan 
kepada bawahan ten tang pelaksanaan tugas, uni uk 
mcnghindari terjadinya penyimpangan dalam pclaksanuan 
tu gas; 

m. rncmberikan usulan dan pertirnbangan kcpada ata san 
teruang langkah-langkah dan kebijakan yang akan diarnbi' 
di bi dang Peternakan; 

n. mcmberikan usulan dan pertirnbangan kepada at.a san 
tcntang langkah-langkah dan Kcbijakan yang akan diarnbil 
nilai aktivitas, kreativitas dan prod uktivitas pclaksanuan 
tugas dari bawahan; 

o. rnclaksanakan tugas kedinasan lainnya yang dibcrikan o lch 
atasan untuk kelancaran pelaksanaan Lugas; 

p. mclak ukan perumusan kebijakan tcknis scsuai dcnuan 
lingkup tugasnya; 

q. mclaksanakan penyelenggara urusan pcrnerintah rlan 
pclayanan umum sesuai lingkup tugasnya; dan 

r. mclaksanakan tugas lain yang dibcrikan Bupat i scs ua i 
dcngan tugas dan fungsinya. 



b. mernimpin, mengarahkan serta memantau bawahan dalarn 
melaksanakan tugas dibidang ketatausahaan, agar dapat 
terlaksana program dan rencana kerja yang telah di suuun ; 

c. mengelola urusan umum, rumah tangga, adrninist.rasi 
surat-rnenyurat dan kear sipan, administrasi kepegawaian 
dan adrninistrasi perlengkapan kantor; 

d. melakukan sikronisasi perencanaan dan per umuuun 
program kerja pada dinas; 

c. mcngelola administrasi kepegawaian kanlor yang melipul i 
usulan kenaikan pangkat, mutasi jabatan , kenaikan .r~aji 
berkala, proses pernberian surat cuti, usulan pcn siun srrt a 
usulan pemberian sanksi maupun penghargaan puda 
pegawai dilingkungan Dinas; 

r. mcngelola administrasi keuangan kantor yang mcliput.i 
penyusunan anggaran Dinas, pcmbukuan, 
pertanggungjawaban serta penyusunan laporan kcuangan 
kantor; 

g. mempelajari peraturan perundang-undangan yang 
berhubungan dengan Dinas serta peraturan per undang- 
undangan yang berhubungan dengan ketatausahaan 
sebagai landasan dalam pelaksanaan tugas Sekretariut.; 

h. membagi habis tugas pada Sekretariat kepada bawahan, 
agar setiap aparatur yang ada memahami tugas dun 
langgung jawabnya masing-masing; 

1. menerima mempelajari laporan dan saran dari bawa hn n 
scbagai rnasukan untuk dijadikan bahan dalarn mcnyusun 
program dan rencana kerja selanjutnya; 

J. membina dan memberikan motivasi kepada bawahan ;1gar 
ma mpu rnelaksanakan tugas secara berdaya-guna dun 
berhasil-guna; 

k. mcngevaluasi hasil kerja bawahan untuk penyernpurriaan 
hasil kerja lebih lanjut; 

1. melakukan kerja sama dengan unit kcrja yang ada dalurn 
pelaksanaan kegiatan kantor guna mcnunjang kcla nc1i 1·2111 

pelaksanaan tugas; 

m. mcmbuat laporan kepada Kepala Diria s scb.igai 
perlanggungjawaban kerja dan masukan untuk dijadikun 
bahan dalam menyusun program da n rencana kcrja Di nn s 
lebih lanjut; 

n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oich 
atasan, sesuai dengan petunjuk dan kctcntuan yang 
bcrlaku; 

o. mengoordinasikan pelaporan akuritabilitas kinerja program 
dan kegiatan masing-masing bidang; 

p. mengendalikan distribusi pelayanan naskah dinas dan 
mengoordinasikan tugas-tugas bidang sub bagian dengan 
petunjuk atasan; dan 

q. me nilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan lapora n 
kepada atasan. 



Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 8, rincian tugas Kepala Sub Bagian Urnum 
dan Kepegawaian adalah sebagai berikut : 

a. rnelakukan koordinasi dengan unit kerja lain nya 
dilingkungan Sekretariat dalam rangka penyusunan 
program dan rencana kerja Sub Bagian Umurn dun 
Kepegawaian untuk dijadikan pedoman dalam pelaksa nuun 
pekerjaan; 

b. mcnginventarisasi perrnasalahan-perrnasalahan yang 
berhubungan dengan tugas Sub Bagian Umum d.m 
Kepegawaian dan rnenyusun bahan urituk pcrnocahan 
rnasalahnya; 

c. melaksanakan penataan adminislrasi sura t-mcnyurat 
untuk rnemperrnudah proses lebih lanjut; 

d. mernberikan pelayanan kepada rnasyarakat yang 
rnenyangkut urusan kedinasan; 

e. melaksanakan pengelolaan administrasi perjalanan dirias 
kantor: 

f. rnelakukan bahan penyusunan jadwal acara clan 
administrasi kegiatan Kepala Dinas: 

g. mernbina kegiatan ketertiban, kehurnasan clan 
ketatalaksanaan dilingkungan Dinas; 

h. mcnyiapkan dan mcmantau penycdiaan tempat dan 
perlengkapannya untuk keperluan pelaksanaan rapat d a n 
pertcmuan Dinas lainnya; 

L melaksanakan pengelolaan dan pelayanan kcpustakaan 
Dinas; 

J. mencari, mengumpulkan, menghimpun, sorta mcnyajik an 
data dan informasi yang berhubungan dengan bidang 
kepegawaian; 

k. mcnyiapkan bahan dalam rangka mcnyclcsai kun 
administrasi kepegawaian yang meliputi urusan korra i k a n 
pangkat, urusan mutasi jabatan, penyelesaian kcriaik an 
gaji berkala, proses pernberian surai izin cun, proses 
urusan pcnsiun serta pemberian sariksi a tas pclangg< 1rn 11 

peraturan kepegawaian; 
l. mcngumpulkan, mcnyusun dan mcngolah data bun an 

pcnyusunan pedoman dan petunjuk teknis pcmbinaan dun 
penataan sistern, metode dan prosedur kcrja srr t.a 
pendayagunaan aparatur; 

Pasal 9 

Tugas Pokok Kepala Sub Bagian Umum dan Kcpcguwaiun 
adalah melaksanakan sebagian tu gas Sekrctariu L dibidu ng 
surat-rnenyurat, kearsipan, kepegawaian , hubungun 
kemasyarakatan, dokurnentasi dan ketertiban dalarn 
lingkungan dinas, ketatalaksanaan dan urusan rurnah tarigga 
lainnya. 

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 
Pasal 8 



Untuk menyclenggarakan tugas pokok sebagairnana dirriak sud 
dalam Pasal 10, rincian tugas Kepala Sub Bagian 
Perencanaan dan Evaluasi adalah sebagai berikut : 
a. melakukan koordinasi dengan unit kerja lai n nya 

dilingkungan Sekretariat dalarn rangka pcnyusunun 
program dan rencana kerja Sub Bagian Pcrcncanaan dun 
Evaluasi untuk dijadikan pedoman dalam pelaksariaun 
tu gas; 

b. menginventarisasi . permasalahan-permasalahan yang 
berhubungan dengan bidang tugas Sub Bagian 
Perencanaan clan Evaluasi dan menyusun bahan unluk 
pcmecahan masalahnya; 

c. mengoordinasikan dengan unit kerja terkait dalam rangka 
merurnuskan arah kebijakan dibidang Prasarana chm 
Sarana, Perbibitan dan Produksi, Kesehatan Hcwa n , 
KESMAVET, Pengolahan da.n Pemasaran, Penyuluhan; 

d. mcngurnpulkan data untuk bahan penyusurian r cricun a 
kcgiatan Dinas baik bulanan, triwulan, semester, tahurian, 
jangka pendek, menengah clan panjang berdasarkan data 
Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan yang telah ad a ; 

c. mcncari, mcngumpulkan, menghimpun, mcnyusun sorta 
menyajikan data da.n informasi yang berhubungan dcngun 
tugas kantor sebagai bahan perencanaan lebih lanjut; 

Pasal 11 

Tugas Pokok Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi 
adalah melaksanakan sebagian tugas Sekretariai dibidang 
pcrencanaan pelaksanaan kegiatan, evaluasi dan pcnyusumm 
laporan kegiatan Dinas. 

Pasal 10 

Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi 

m. mcrnirnpin, mengarahkan dan mernotivasi aparatur .Jabatan 
F'ungsional Umum dilingkungan Sub Bagian Umum da n 
Kepegawaian agar dapat melakaanakan tugas scca ra 
bcrdaya-guna dan berhasil-guna; 

n. membagi habis tugas Sub Bagian Umum dan Kepcgawuian 
kepada aparatur Jabatan Fungsional Umum (,JF'U) sebugai 
bawahannya, agar setiap personil memahami tugas r ia n 
tanggung jawabnya masing-rnasing: 

o. mengumpulkan, menghimpun dan menyusun data rlari 
bawahan sebagai bahan untuk mcmbual laporan 
pelaksanaan tugas kepada atasan, sebagai masukan da larn 
penyusunan program lebih lanjut; 

p. mclakukan kerja sama dengan unit kerja yang ada, guna 
menunjang kelancaran pclaksanaan tugas; 

q. mengevaluasi hasi! pelaksanaan lugas bawaharr; d a n 
r. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan <llch 

atasan. 



Pasal 13 
Untuk menyelcnggarakan tugas pokok sebagairnana dimuk sud 
dalam Pasal 12, rincian tugas Kepada Sub Bagia n 
Keuangan dan Aset adalah sebagai berikut : 

a. mclakukan koordinasi dengan unit kerja lainnya 
dilingkungan Sekretariat dalam rangka pcnyusurran 
program dan rencana kerja Sub Bagian Kcuangan dan Asct 
untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan pekerjaan: 

Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset 

Pasal 12 
Tugas Pokok Kepala Sub Bagian Keuangan dan Asel ad.rla h 
melaksanakan sebagian tugas Sekretariat dibidang penyiapun 
bahan pengelolaan administrasi keuangan yang mcliput i 
penyusunan anggaran, pembukuan dan pertanggurigjawa ban 
scrta laporan keuangan Dinas, serta pengelolaan adrninist rasi 
perlengkapan, peralatan dan Aset kantor. 

I. menyiapkan bahan evaluasi dan pengendalian terhadap 
pelaksanaan kegiatan kantor; 

g. menyiapkan bahan penyusunan Japoran hasil pelaksanuan 
program kerja dan kegiatan operasional (bulanan , triwulan, 
semester maupun tahunan); 

h. mernbuat laporan kepada Kepala Dinas rnclalui Sckrcturis 
scbagai masukan untuk dijadikan bahan dalam mcnyusun 
program kerja Dinas; 

1. mempelajari peraturan perundang-undangan y;mg 
berhubungan dengan Peternakan dan Kesehalan Hewun 
scrta peraturan perundang-undangan yang bcrhubungan 
dcngan bidang perencanaan program sebagai landa san 
dalam pelaksanaan tugas; 

.J. mernirnpin , mengarahkan dan memolivasi aparatur .Ia ba t a n 
Fungsional Umum (JFU) dilingkungan Sub B;:igi<rn 
Percncanaan dan Evaluasi agar dapat mclaksanakan lugas 
sccara berdaya-guna berhasil-guna; 

k. mcmbagi habis tugas Sub Bagian Pcrcncanaa n dan 
Evaluasi kepada aparatur Jabalan Fungsional Umum (.J l~U) 
sebagai bawahannya, agar setiap personil memahami lugm; 
dan langgung jawabnya masing-masing; 

1. mengumpulkan, menghimpun, merigevaluasi dun 
menyusun data dari bawahan sebagai bahan u n t.u k 
membuat laporan pelaksanaan lugas kepada a tasun chm 
sebagai masukan dalam penyusunan rcncaria program 
lebih lanjut; 

rn. melakukan kerja sama dengan unit kcrja yang ada, gun<J 
menunjang kelancaran pelaksanaan tugas; 

n , mcngevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawarian un t uk 
pcnycmpurnaan hasil kerja lebih lanjut; dan 

o. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang dibcrikan olch 
alasan untuk kelancaran pelaksanaan lugas. 



b. menginventarisasi permasalahan yang berhubungan 
dengan bidang tugas Sub Bagian Keuangan dan Asel clan 
mcnyusun bahan untuk pemecahan masalahnya; 

c. mengumpulkan dan menyiapkan pedoman pelunjuk tek nis 
penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daeru h 
scrta menyiapkan bahan penyusunan Anggaran clan 
Pendapatan Belanja Dinas; 

d. mengumpulkan dan meriyiapkan bahan penyusunan 
rencana kebutuhan keuangan dinas; 

e. menyiapkan bahan dalarn rangka periyusunan rcnca na 
perubahan anggaran dinas; 

f. mengelola adrninistrasi pembukuan secara siatcmat.is clan 
kronologis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- 
undangan yang berlaku untuk memudahkan kon: rol 
terhadap penggunaan keuangan dinas; 

g. mcmproses usulan pengangkatan dan pernberhcntian para 
pejabat pengelola anggaran dan barang lingkup Dinas; 

h. melaksanakan pembinaan dan bimbingan adrninistrasi 
kcuangan dan perbendaharaan; 

i. mcngelola pembukuan, penghitungan dan vcrifikasi 
pcrtanggungjawaban keuangan; 

J· melaksanakan urusan rumah tangga Dinas yang meliputi 
fasilitasi dan pelayanan akomodasi, pemeliharaan sa r.rna 
dan prasarana kantor; 

k. mcrnberikan bimbingan penyelesaian tindak lanjut hu s i] 
pemeriksaan; 

I. melaksanakan penataan dokumen keuangan dun 
penyusunan laporan realisasi anggaran; 

m. mcngurnpulkan bahan penyusunan rcncana kcbut ub an, 
pencatatan, pemeliharaan, penyimpanan , distribusi, 
pcnghapusan dan pelaporan dibidang pcrlcngkap.i n , 
perbckalan, peralatan dan Aset Diria s; 

n . memimpin, mengarahkan dan mernotivasi aparatur .Jabatu n 
Fungsional Umum (JFU) dilingkungan Sub Bagian 
Keuangan dan Aset agar dapal: melak sanakan tugas scc.ira 
berdaya-guna dan berhasil-guna; 

o. mcmbagi habis tugas Sub Bagian Keuangan dan /\sci 
kepada aparatur Jabatan Fungsional Umum scbagai 
bawahannya, agar setiap persoriil mernahami tugas <inn 
tanggung jawabnya masing-rnasing; 

p. mcngumpulkan, menghimpun dan menyusun data r.la ri 
bawahan untuk membuat laporan pelaksanaan tugas 
kepada atasan sebagai pertanggungjawaban kcrja (Ian 
masukan dalam penyusunan program dan rcnca na kcrja 
lebih lanjut; 

q. mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan unt uk 
penyempurnaan hasil kerja lebih lanjut; dan 

r. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberika n olch 
atasan, sesuai dengan petunjuk dan keten tua n y~1ng 
bcrlak u. 



. . . mgasi; 
g. melaksanakan pemantauan dan cvaluasi pelaksanuan 

kebijakan pengelolaan lahan dan irigasi; 
h. rnelakukan kerja sama dengan unit kerja yang ada , gtnw 

menunjang kelancaran pelaksanaan tugas; 
1. mcnyusun langkah operasional dibidang tugasnya sc s uu i 

kcbutuhan dan peraturan perundang-undangan y~1ng 
berlaku sebagai bahan pertimbangan dalam rncningkatkun 
karir bawahan; 

J. mernpelajari perundangan-udangan yang berb ubungan 
dengan Dinas serta peraturan perundang-undangan y<mg 
bcrhubungan dengan bidang Prasarana d an Sarana.; 

k. membagi habis tugas pada Bidang Prasarana dan Saruria 
kepada bawahan, agar setiap aparatur yang ada mcmah.imi 
tugas dan tanggung jawabnya masing-masing; 

I. rnerierima mempelajari laporan dan saran dari bawa h an 
sebagai masukan untuk dijadikan bahan dalarn mcnyusurt 
program kerja selanjutnya; 

m. mcmbina memberikan motivasi kcpada bawahan <1g~1r 
rnclaksanakan tugas secara bcrdaya-guna dan bcr h.rsil 
gun a; 

n. mengevaluasi hasil kerja bawahan scbagai bal ia n 
penyusunan hasil kerja lebih 1anjut; 

Pasal 15 
Untuk menyelenggarakan tugas pokok scbagairnaria dirna kuud 
dalam Pasal 14, rincian tugas Kcpala Bidang Pra saruna chm 
Sarana adalah sebagai ber ikut : 
a. melaksanakan koordinasi dengan se1uruh Bidang dan 

Sekretaris dalam rangka penyusunan program kerja Dirias 
Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagai pcdorna n 
pcnyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Dinas scrta 
rencana kerja pada Bidang Sarana dan Pr asarana uni uk 
dijadikan bahan acuan dalam pelaksanaan tugas: 

b. mernimpin, mengarahkan serta memantau bawahan dula m 
me1aksanakan tugas dibidang prasarana clan sarana; 

c. membina pelaksanaan pengelolaan lahan dan irtgusr, 
pakan, pembiayaan dan investasi; 

d. membina dan pengawasan pengelolaan lahan dun mgasi. 
pakan, pembiayaan dan investasi; 

e. melaksanakan pengolahan lahan dan mgasi terhadap 
norm a dan standar teknis serta sis tern dan proscdu r 
pengawasan pengelolaan lahan air; 

f. membina pelaksanaan kebijakan pengelolaan lahan dan 

Bagian kelima 

Kepala Bidang Prasarana dan Sarana 

Pasal 14 

T'uga s Pokok Kcpala Bidang Prusarana dan Sarana ada la h 
mclakukan koordinasi penyusunan program kcrja diuas 
di bidang Prasarana dan Saran a. 



a. melaksanakan koordinasi dengan seluruh Bidang dan 
Sekretaris dalam rangka penyusunan program kerja Di ria s 
sebagai pedoman penyusunan Anggaran Peridapatan clan 
Belanja Dinas serta rencana kerja pada Bidang Prasaruna 
dan Sarana untuk dijadikan bahan acuan dalarn 
pelaksanaan tugas; 

b. menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang 
berhubungan dengan bidang tugas Scksi Lahan dan Jri~asi 
dan menyusun bahan untuk pernccahan ma sala hnyu; 

c. mernimpin, mengarahkan serta memantau bawahan da lam 
melaksanakan tugas Seksi Lahan dan Irigasi; 

d. membina pelaksanaan pengelolaan lahan pctcrnaka n; 
e. membina pengelolaan lahan peternakan; 

f. melaksanakan pengolahan lahan air terhadap norma chm 
standar teknis serta sistem dan prosedur perigawasan 
pengelolaan lahan air; 

g. membina pelaksanaan kebijakan pengelolaan lah an air, 
perluasan dan pernbiyaan peternakan dan alat dan mcsin 
peternakan; 

h. melaksanakan pcmantauan dan evaluasi pclaksanaan 
kebijakan pengelolaan lahan dan air; 

1. mclaksanakan pengawasan pengelolaan lahan petcrnakan; 
J. memimpin, mengarahkan dan mernotivasi aparatur .Iabata n 

Fungsional Umum (JFU) dilingkungan Seksi Laha n da n 
lrigasi agar dapat melaksanakan tugas secara berdaya-guria 
dan berhasil-guna; 

k. mcrnbagi habis tugas pada Sek si Lah an dan lrigasi kcpadu 
bawahan, agar setiap aparatur yang ada memaharni tugas 
dan tanggung jawabnya masing-rnasing: 

1. rncngidcntifikasi wilayah yang dapat dijadikan la han d<i n 
air; 

Tugas Pokok Kepala Seksi Lahan dan lrigasi adaluh 
melaksanakan sebagian tugas Bidang Prasarana dan Sar.ma 
dalam pengelolaan lahan dan irigasi. 

Pasal 17 
Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana d irnak s ud 
dalam Pasal 16, rirician tugas Kepala Seksi Lahan d.m 
lrigasi adalah sebagai berikut : 

Kepala Seksi Laban dan lrigasi 
Pasal 16 

o. melakukan kerja sama dengan unit kerja yang ada , gwrn 
rnenunjang kelancaran pelaksanaan tugas; 

p. mcmbuat laporan kepada Kepala Dinas scbagai masuk.in 
untuk dijadikan bahan dalam menyusun program kcrja 
dirias lebih lanjut; 

q. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan olch 
aiasan, sesuai dengan petunjuk dan keterituan y;mg 
berlaku. 



yang 
da n 

b. menginveritarisasi permasalahan-perrnasalahan 
berhubungan dengan bidang tugas Seksi Pakan 
menyusun bahan untuk pemecahan masalahnya; 

c. menyiapkan bahan pembinaan pengawasan perusahaan 
produksi Pakan dan peredarannya; 

d. menyiapkan bahan pembinaan uji lapangari, pcncra pan clan 
pengembangan teknologi anjuran dibidang pcternakan y;rng 
berkaitan dengan pakan; 

e. menyiapkan bahan pembinaan penetapan pcnyuau nun 
ransum untuk berbagai jenis ternak; 

f. rnclaksanakan pernantauan pcngadaan , pcrcdar an clan 
penggunaan pakan; 

g. melaksanakan bimbingan produksi dan pengunaan pakan 
dan bahan baku pakan konsentral serta produksi bcnih 
hijauan pakan; 

h. melaksanakan pengadaan, perbanyakan dan pcnyaluran 
benih pakan hijauan tingkat benih dasar dan benih poko k; 

1. menginventarisasi bahan baku pakan; 
J. mcnginvcntarisasi lahan hijauan makanan tcrnak; 

tugas pokok scbagairnana dirnaksud 
tugas Kepala Scksi Pakari adu Iah 

Untuk menyelenggarakan 
dalam Pasal 18, rincian 
sebagai berikut : 
8. mclakukan koordinasi dengan unit kcrja lain nva 

dilingkungan Bidang Prasarana dan Sarana dalam rangka 
penyusunan program dan rencana kerja Seksi Pakan un Luk 
dijadikan pedoman dalam pelaksanaan tugas; 

Pasal 19 

Tu gas Pokok Kepala Seksi Pakan adalah mclaksaria kan 
sebagai tugas Bidang Prasarana dan Sarana dalam rangka 
pemantauan, pengadaan, peredaran dan penggunaan pakan. 

Pasal 18 

Kepala Seksi Pakan 

m. menerima mernpelajari laporan dan saran dari bawahan 
sebagai masukan untuk dijadikan bahan dalam menyusun 
program kerja selanjutnya; 

n. membina memberikan motivasi kepada bawahan agar 
melaksanakan tugas secara berdaya-guna dan bcrhasil- 
guna; 

o. mengevaluasi hasil kerja bawahan sebagai bahan 
penyusunan hasil kerja lebih lanjut; 

p. melakukan kerja sama dengan unit kerja yang ada, guria 
menunjang kelancaran pelaksanaan tugas; 

q. mernbuat laporan kepada Kepala Dinas sebagai masukun 
untuk dijadikan bahan dalam menyusun program kcrja 
dinas lebih lanjut; dan 

r. mclaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan olch 
ata san , scsuai derigan petunjuk dan kctcntuan yang 
berlaku. 



Kepala Seksi Pembiayaan dan Investasi 
Pasal 20 

Tugas Pokok Kepala Seksi Pembiayaan dan Investasi ad;il<1h 
melaksanakan sebagian tugas Bidang Prasarana da n Sarn11~1 
dalam pelaksanaan kegiatan pembiayaan dan invcsta si. 

Pasal21 

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 20, rincian tugas Kepala Seksi Pernbiayaan da n 
Investasi adalah sebagai berikut : 

a. melakukan koordinasi dengan unit kerja lainnya dibiclarig 
prasarana clan sarana hasil peternakan dalam rangka 
penyusunan program kerja Seksi Pembiayaan dan lnve staai 
untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan pekerjaan: 

b. mcnginventarisasi perrnasalahan-permasalahan _va ng 
bcrhubungan dengan bidang tugas Seksi Pernbiayaan d.m 
Investasi dan menyusun bahan untuk pemecahan rnasalah; 

k. menyiapkan bahan monitoring dan evtihan teknis tcnt.ang 
pakan; 

1. menyiapkan bahan pengujian lapangan, pencrapan dan 
pengembangan teknologi anjuran dibidang pctcrriakun 
yang berkaitan dengan pakan; 

m. menyiapkan, merencanakan clan melaksanakan pclatiuan 
teknis tentang pakan; 

n. melaksanakan bimbingan teknis pengembangan tcknologi 
pengolahan dan pengawetan pakan; 

o. melaksanakan pengawasan mutu pakan konsenlral chm 
bah an baku pakan da.larn pemakaian clan pereda nm; 

p. menyiapkan bahan pembinaan dan pengawasan percdaran 
pakan; 

q. menyiapkan bahan pembinaan clan pengawasan pe reda ra n 
pupuk organik dan anorganik serta pakan; 

r. mernimpin , mengarahkan dan memotivasi aparatur .Iabu ta n 
Fungsional Umum (JFU) dilingkungan Sek si Pak an ngar 
dapat melaksanakan tugas secara berdaya-guna dun 
berhasil-guna; 

s. membagi habis tugas Seksi Pakan kepada Apar.n.ur 
Jabatan Fungsional Umum (JFU) sebagai bawahan ugar 
setiap personil memahami tugas masing-masing; 

L mengumpulkan, menghimpun dan mcnyusun bahan untuk 
mcmbuat laporan pelaksanaan tugas kepada ata san scbagai 
pertanggungjawaban kerja dan sebagai masukan dularn 
penyusunan program dan rencana kerja lebih lanjut; 

u. mcngevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan un Luk 
penycmpurnaan hasil kerja lebih lanjut: dan 

v. mclaksanakan tugas kedinasan lainnya yang dibcrikan olch 
atasan untuk kelancaran pelaksanaan tugas. 



c. mensosialisasikan peraturan penzman usaha petcr nak.m , 
ekspor/impor, keluar garis masuk ternak dan ha sil ter nak 
scrta Upaya Pengelolaan Lingkungan (UPL); 

d. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk tck n is d a n 
pelaksanaan usaha peternakan serta rncnyiapkan bahan 
mernbina pengolahan dan pemasaran tcrnak dan ha sil 
ternak serta melakukan membina Promosi dan Pernasaran 
pelernakan; 

c. menginventarisasi perizinan usaha peternakan dan tanda 
daftar peternak rakyat; 

f. menyiapkan bahan pembinaan terhadap Upaya Pengelol.ian 
Lingkungan {UPL), perusahaan bidang peternakan; 

g. melaksanakan pelayanan perizinan perusahaan pctcrnakan 
clan perusahaan dibidang peternakan rckorncnda si 
ekspor/impor ternak dan hasil ternak antar pulau/provinsi; 

h. menyiapkan bahan mernbina pasar, mcnganalisjs 
ketersediaan clan kebutuhan komiditi peternakan scrt.a 
menginformasikan harga komicliti peternakan; 

1. menginventarisasi usaha dan produksi pengolahan hu sil 
peter nakan serta membuat profil usaha peterrrakan ; 

J. menyiapkan bahan pedoman manajemen usaha pet a n i 
petcrnakan rakyat clan menganalisa usaha pcternakan 
rakyat; 

k. melaksanakan sosialisasi peraturan kernitraan sorta 
menyiapkan bahan koordinasi membina kernitraan us.iha 
pelernakan; 

I. menyiapkan bahan mernbina bagi pelaku Prornosi clan 
Pcrnasaran clan agro industri; 

m. mernirnpin , mengarahkan dan mernotivasi aparatur .Ja ba t a n 
Fungsional Umum dilingkungan Seksi Pernbiayaan d;rn 
Investasi agar dapat melaksanakan tugas secara bcrd.iya- 
guna dan berhasil-guna; 

n. membagi habis tugas Seksi Pembiayaan dan l nvestusi 
kepada aparatur Jabatan Fungsional Umum seb.igai 
bawahannya, agar setiap personil memaharni tuga s clan 
tanggung jawab masing-rnasing; 

o. mcngumpulkan, menghimpun dan menyusun data dari 
bawahan sebagai bahan untuk mcrnbuat la pora n 
pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai rna s u ka n da la rn 
penyusunan program lebih lanjut; 

p. rnclakukan kerja sama dengan unit kerja yang udu , gt mu 
menunjang kelancaran pelaksanaan tugas; 

q. mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawaha n un I uk 
penyempurnaan hasil kerja lebih lanjut; dan 

r. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan ok.h 
atasan sesuai dengan petunjuk dan kcterituan y<111g 
berlaku. 



Bagian Ketiga 
Kepala Bidang Perbibitan dan Produksi 

Pasal 22 
Tugas Pokok Kepala Bidang Perbibita n dan Produksi ad a la h 
melakukan koordinasi penyusunan program kcrja di na s 
dibidang Perbibitan dan Produksi. 

Pasal 23 

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagairnana dimak sud 
dalam Pasal 22, rincian tugas Kepala Bidang Perbibitan dan 
Produksi adalah sebagai berikut : 
a. me1aksanakan koordinasi dengan seluruh Bid a ng r lu n 

Sekretaris dalam rangka penyusunan program kcrja Dinus 
sebagai pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan chm 
Belanja Dinas serta rencana kerja pada Bidang Pcrbibi I an 
dan Produksi untuk dijadikan bahan a c ua n d aiarn 
pelaksanaan tugas; 

b. memimpin, mengarahkan serta mernantau bawahan d a larn 
mclaksanakan tugas dibidang perbibitan dan produksi, 
agar pelaksanaan tugas dapat berjalan ses uai progra m 
kerja yang telah disusun; 

c. merumuskan kebijakan teknis pembinaan pcn ingka tun 
produksi dan produktivitas ternak; 

d. rnclakukan pembinaan teknis budidaya, rcproduksi, 
inserninasi buatan dan perbibitan ternak; 

e. melaksanakan pembinaan produksi, pcrcdara n, 
penggunaan alat mesin serta pengembangan tck nologi dan 
mesin peternakan; 

I. mempelajari peraturan perundang-uridangan y<mg 
berhubungan dengan Dinas serta peraturan pcr uridang- 
undangan yang berhubungan dengan bidang pcrbibitan 
dan produksi sebagai landasan dalam pelaksanaan tugas 
Bidang Perbibitan Dan Produksi; 

g. mengevaluasi hasil kerja bawahan sebagai bahan 
penyusunan hasil kerja lebih lanjut; 

h. menyusun langkah operasional dibidang tugasnya sesuai 
kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang undarigan 
yang berlaku sebagai bahan pertirnbangan dalarn 
meningkatkan karir bawahan; 

i. melaksanakan pengawasan peredaran mutu bibit tcrnak ; 
J. rnelaksanakan pengelolaan ternak pemerintah; 
k. melaksanakan pembinaan dan pengawasan u sa hu 

pcrbibitan tcrnak; 
I. melaksanakan pengendalian dan pelaksanaan norrna , 

standar, pedoman dan petunjuk operasional cl ibiclang 
perbibitan dan produksi; 

m. mclaksanakan monitoring, evaluasi dan pclapora n kcgi» ta n 
bidang perbibitan dan produksi; 

n. membagi habis tugas pada Bidang Perbibitan dan Produksi 
kepada bawahan, agar setiap aparatur yang ada mcrnaharni 
tugas dan tanggung jawabnya masing-rnasing; 



I. melaksanakan penerapan teknologi perbibitan ternak da larn 
usaha perbibitan rakyat (Good Breeding Practice}; 

g. melaksanakan pendidikan dana Latihan peningkatan SDM 
yang berusaha dibidang pembibitan; 

h. melaksanakan pengawasan rnutu bibit terriak masyarukat 
maupun perusahaan yang mengaduh usaha perbibitan; 

i. mclaksanakan penilaian mutu ternak asli/lokal yang scsuai 
Standar Nasional dan Internasional (SNI) atau diberikan 
Surat Keterangan Layak Bibit (SKLB); 

pclak sanua n d. mengoordinasikan Perencanaan dan 
pendidikan dan pelatihan pembibitan; 

e. menyiapkan bahan tenaga kerja petcrnakan, invc st a s: 
usaha peterriakan serta mengoordinasikan promosi 
pelaksanaan Pernbibitan dan kelembagaan dalarn Bid.mg 
Perbibitan dan Produksi; 

sebagairnana dirnaksud 
Kepala Seksi Pcrbibiran 

Pasal25 
Un tuk melaksanakan tu gas pokok 
dalam Pasal 24, rincian tugas 
adalah sebagai berikut : 
a. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja lain nya dalum 

rangka penyusunan program kerja Seksi Perbibitan; 
b. mcnginvcntarisasi permasalahan yang bcrb ubunga n 

dengan bidang tugas Seksi Perbibit.an dan pcnyus una n 
bahan untuk pemecahan masalahnya; 

c. menyiapkan bahan pelaksanaan perbibitan dun 
kelernbagaan dibidang produksi; 

Kepala Seksi Perbibitan 

Pasal 24 

Tugas Pokok Kepala Seksi Perbibitan adalah melaksanaku n 
sebagai tugas Bidang Perbibitan dan Produksi dalam rangka 
perbibitan. 

o. rnenerirna, mempelajari laporan dan saran dari bawah.m 
sebagai masukan untuk dijadikan bahan dalam mcnyuaun 
program kerja selanjutnya; 

p. rnernbina memberikan motivasi kepada bawahan agar 
melaksanakan tugas secara berdaya-guna dan berhasil- 
guna; 

q. mengevaluasi hasil kerja bawahan sebagai ba hu n 
penyusunan hasil kerja lebih lanjut; 

r. melakukan kerja sama dengan unit kerja yang ada , guna 
menunjang kelancaran pelaksanaan tugas; 

s. membuat laporan kepada Kepala Dinas sebagai rnasuk.m 
unt.uk dijadikan bahan dalam menyusun program kc1~ja 
dinas lebih lanjut; dan 

i. mclaksanakan tugas kediriasan lain yang d ibcr i k a n olc b 
atasan, scs.uai dengan petunjuk dan kctcnt.ua n y:i ng 
berlaku. 



Pasal27 
Untuk meneyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimak suri 
dalam Pasal 26, rincian tugas Kepala Seksi Rurniriansiu 
adalah sebaga! berikut : 

a. melakukan koordinasi dengan unit kerja lain nva 
dilingkungan sekretariat Bidang Perbibitan dan Produksi 
dalam rangka penyusunan program kerja dan rcncana kcrja 
Seksi Ruminansia untuk dijadikan pedornan du larn 
pclaksanaan tugas; 

b. mcnyusun dan menyelenggarakan serta mcngawasi 
penyelenggaraan inseminasi buatan ternak ruminansia; 

c. menginventariskan permasalahan yang bcrh uburigun 
dengan bidang tugas Seksi Ruminansia dan mcnyusun 
bahan untuk pemecahan masalahnya; 

d. menyiapkan bahan membina dan pengernbangan budidava 
ternak dalarn meningkatkan ternak; 

e. menyiapkan bahan rnernbina wilayah budidaya te rnak; 
f. menyiapkan bahan dalam rangka pedornan ten I <mg 

budidaya dan pengembangan tcr nak; 

Kepala Seksi Ruminansia 
Pasal 26 

Tugas Pokok Kepala Seksi Ruminansia adalah rne laksariakun 
scbagian tugas Bidang Perbibitan dan Produksi dalam rangka 
pclaksanaan kegiatan ruminansia. 

J. melaksanakan Uji Performan ternak Asli/lokal unt.uk 
dijadikan kawasan perbibitan sebagai ternak ber-ser tifika t ; 

k. melaksanakan pembentukan, pernbibitan dan monitoring 
kclompok-kelompok yang pembibitan ternak; 

I. fasilitasi peningkatan dan pendapatan kclornpok 
rnasyarakat petani peternakan dari usaha pernbibitan: 

m. melaksanakan penyebaran informasi-informasi, 
demonstrasi cara dan ekspos pelaksanaan pembibitan; 

n. mernimpin, mengarahkan dan memotivasi Aparatur .Jabat an 
Fungsional Umum dilingkungan Seksi Pernbibitan <:1gar 
dapat melaksanakan tugas secara berdaya-guna dan 
berhasil-guna; 

o. membagi habis tugas Seksi Pembibitan kepada apara Lur 
Jabatan Fungsional Umum sebagai bawahannya, agar 
setiap personil memahami tugas dan tanggung jawabnya 
masing-masing; 

p. mengumpulkan, menghimpun dan menyusun data dari 
bawahan sebagai bahan untuk mernbuai laporan 
pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai masukan dalam 
penyusunan program lebih lanjut: 

q. mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan; d a n 
r. mclakukan tugas kedinasan lainnya yang dibcr ikan ata s.m. 



Untuk meneyelenggarakan tugas pokok scbagaimana dimaksud 
dalam Pasal 28, rincian tugas Kepala Seksi Non Ruminansia 
adalah se bagai berikut : 

Kepala Seksi Non Ruminansi 
Pasal 28 

Tugas Pokok Kepala Seksi Non Rurnirian sia ad;il;1 h 
me laksanakan sebagian tugas Bidang Perbibit.an dan Prod uk si 
dalarn rangka pelaksanaan kegiatan teknis non rurninansia. 

Pasal 29 

q. melaksanakan bimbingan identifikasi dan persiapan lokasi 
penye baran ternak; 

r. melaksanakan penataan, pemantauan, cvaluasi pcngclol.ran 
tcrnak pernerintah dan pelaksanaan urusan rcdistribusi 
terriak: 

s. mengumpulkan, menghimpun dan menyu sun da ta dari 
bawahan sebagai bahan untuk mernbuat lapora n 
pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai masuka n dalarn 
penyusunan program lebih lanjut; 

l. mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan unt uk 
pcnyempurnaan hasil kerja lebih lanjut; dan 

u. melaksanakan tugas kedinasan lain yang dibcrikan o lc h 
atasan sesuai dengan petunjuk dan keterituan y:.1 ng 
berlaku. 

lokasi cal on o. melaksanakan bimbingan seleksi 
pcngembangan dan penyebaran ternak; 

p. melaksanakan bimbingan penerapan standar tcknis clan 
sertifikasi perbibitan; 

g. mernirnpin, mengarahkan dan mernotivasi aparatur .Jaba i an 
Fungsional Umum dilingkungan Seksi Rurnirian sia agar 
dapat rnelaksariakan tugas secara berdaya-guna <Ian 
berhasil-guna: 

h. membagi habis tugas Seksi Ruminansia kepada aparat.ur 
.Jabatan Fungsiorial Urnum sebagai bawaharinya , agCJr 
setiap personil memahami tu gas dan langgung jawa b 
masing-rnasing; 

1. melaksanakan bimbingan, identifikasi lokasi penycbaran 
dan pengembangan ternak secara keseluruhan; 

J. melaksanakan penataan, pemantauan, evaluasi pcngclol.ian 
ternak pemerintah dan pelaksanaan ur usan rcdislribusi 
ternak; 

k. melaksanakan bimbingan registrasi dan rcdistribusi tcrnuk; 

I. melaksanakan identifikasi lokasi dan registrasi penycba ran 
tcrnak; 

m. mengevaluasi hasil kegiatan Seksi Rurninansia sccar a 
keseluruhan; 

11. melaksanakan bimbingan kastrasi ternak lidak la yak bi bit; 



peningkatan produksi clan e. melaksanakan birnbingan 
produktivitas ternak; 

f. melaksanakan bimbingan penyebaran dan pcngcmbangan 
ternak non ruminansia; 

g. melaksanakan bimbingan registrasi dan redistribusi ternuk ; 
h. mclaksanakan bimbingan selek si calon loka si 

pengembangan dan penyebaran ternak; 
i. melaksanakan bimbingan sistem pola penyebaran tc rna k ; 
J· me.laksarraka n penataan, pemantauan, evaluasi pcngclolaan 

ternak pemerintah dan pelaksanaan urusan rcd i st ri bu si 
ternak; 

k. melaksanakan bimbingan inseminasi buatan , alih mudigah 
dan regislrasi hasil inseminasi buatan; 

l. menyiapkan bahan pengendalian dan pelaksanaan n or rrra , 
standar, pedoman dan petunjuk operasional dibidang 
perbibitan dan produksi ternak; 

m. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kcgia tan 
Seksi Non Ruminansia; 

n. melaksanakan perneriksaan dan pengawasan ternak bibit: 
o. memimpin, mengarahkan dan rnemotivasi aparatur .Jabatan 

Fungsional Umum (JFU) dilingkungan Seksi Non 
Ruminansia agar dapat melaksanakan tugas scc.a ru 
berdaya-guna dan berhasil-guna; 

p. membagi habis tugas Seksi Non Ruminansia kepada 
Aparatur Jabatan Fungsional Umum (JFU) scbugai 
bawahan agar setiap personil memahami tugas rnasmg· 
mas mg; 

q. mcngumpulkan, menghimpun dan menyusun data clar i 
bawahan sebagai bahan untuk mernbuat Iaporan 
pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai rna sukan dn iarn 
penyusunan program lebih lanjut; 

r. mcngevaluasi hasil pclaksanaan tugas bawaha n u n t u k 
pcnycmpurnaan hasil kcrja lebih lanjut; dan 

s. rnclaksanakan tugas kedinasan lain yang d ibcr-ika n olch 
alasan sesuai dengan petunjuk dan ketenruan vang 
berlaku. 

bcrhubungan 
dan mcnyusun 

. . rurnmansra; 
menginventariskan permasalahan yang 
dengan bidang tugas Seksi Non Ruminansia 
bahan untuk pemecahan masalahnya; 

d. mclaksanakan bimbingan penerapan pcdornan tckn is pol» 
budidaya ternak; 

c. 

a. melakukan koordinasi dengan unit kerja lainuya 
dilingkungan sekretariat Bidang Perbibitan dan Produksi 
dalam rangka penyusunan program kcrja dan rcnca na kcrja 
Sek si Non Ruminansia untuk dijadikan pcdorna n dulnrn 
pelaksanaan tugas; 

b. mcnyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan pcrnbirura n 
budidaya , pengembangan dan penyebaran terriak 11011 



Pasal 30 

Tugas Pokok Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Kcscha Lan 
Masyarakat Veteriner, Pengolahan dan Pernasaran adul.ih 
melakukan koordinasi penyusunan program kcrja dinns 
dibidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat 
Veteriner , Pengolahan dan Pemasaran. 

Pasal 31 

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagairnana dimaksud 
dalarn Pasal 30, rincian tugas Kepala Bidang Kcsehu tun 
Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner, Pengolahan <Jan 
Pema sarari adalah sebagai berikut : 
a. melaksanakan koordinasi dengan seluruh Bid a ng d a n 

Sekretaris dalam rangka penyusunan program kerja Diria s 
Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagai pedorna n 
penyusunan Anggarari Perida patan dan Bclanja Dina s: 

b. menyusun rencana kerja pada Bidang Keschatan Hcwa n 
dan Kesehatan Masyarakat Veteriner, Pcngolahan dun 
Pemasaran untuk dijadikan bahan acuan dalam 
pelaksanaan tugas; 

c. memimpin, mengarahkan serta memantau bawahan dala rn 
melaksanakan tugas dibidang Kesehatan Hcwan <Ian 
Kesehatan Masyarakat Veteriner, Pcngolahan dun 
Pemasaran , agar pelaksanaan tugas dapat bcrjalan scsuui 
program kerja yang telah disusun; 

d. mcmbina pelaksanaan perlindungan dan pcngcndalian 
pcnyakit hewan; 

e. membina dan pengawasan sarana dan pelayanan kcschatan 
hewan, Bidang Kesehatan Hewan dan Kesch a Lan 
Masyarakat Veteriner, Pengolahan dan Pemasaran; 

l. mernbina terhadap norma dan standar teknis serta srstcrn 
dan prosedur pengawasan produk pangan hewa ni dun 
prod uk hew an non pangan serta h igien is, san i tasi cL in 

kcsejahtcraan hewan; 
g. membina pelaksanaan kebijakan kcsehatan Masyarnkat 

veteriner; 
h. menyusun peta penyakit hewan; 
1. mcmantau dan evaluasi pelaksanaan kebijakan kcschatan 

masyarakat veteriner; 
j. mengendalian dan pelaksanaan norma, staridar, pcdorna n 

dan petunjuk operasional Bidang Kesehatan Hewan dan 
Kesehatan Masyarakat Veteriner, Pengolahan dan 
Pemasaran; 

k. mcrnpelajari peraturan Perundang-undangan yang 
berhubungan dengan Dinas serta peraturan pcrund.ing- 
undangan yang berhubungan dengan Bidang Kcschatan 
Hcwan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner, Pcngolahan 
dan Pemasaran sebagai landasan dalam pelaksanaan l ug;,1s 
Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarukat 
Veteriner, Pengolahan dan Pemasaran; 

Bagian Keempat 
Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat 

Veteriner, Pengolaban dan Pemasaran 



Tugas Pokok Kepala Seksi Kesehatan Hewa n ad.iln h 
melaksanakan sebagian tugas Bidang Kesehatan Hcwan dan 
Kesehatan Masyarakat Veteriner, Pengolahan dan Pcrnas: ir a n 
Kcsehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Vctcrincr 
(Keswan dan Kesmavet}, pengendalian pelaksanaan kegia t a n 
dalam rangka pelayanan kesehatan hewa n. 

Pasal 33 
Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 32, rincian tugas Kepala Scksi Kcsch.uan 
Hewan adalah sebagai berikut : 
a. melakukan koordinasi dengan unit kerja lainnya 

dilingkungan Bidang Kesehatan Hcwan dan Kusc hu ta n 
Masyarakat Veteriner , Pengolahan dan Pernasaran d.rlurn 
rangka penyusunan program dan rencana kerja Scksi 
Keschatan Hewan untuk dijadikan pcdoman dula m 
pclaksanaan tugas; 

b. rncnginventarisasi pcrrnasalahan-pcrrnasalahan yang 
berhubungan dengan bidang tugas Seksi Keschatan Hrwan 
dan rnenyusun bahan untuk pernecahan rna salahnya; 

c. merencanakan kegialan program kerja per-tahun anggaran 
Sek si Kesehatan Hewan berdasarkan prior itas target 
sasaran yang akan dicapai; 

Kepala Seksi Kesehatan Hewan 
Pasal 32 

1. membagi habis tugas pada Bidang Kesehatan Hcwan don 
Kesehatan Masyarakat Veteriner Pengolahan clan 
Pernasaran kepada bawahan, agar sctiap aparatur yang ;ida 
mcmaharni tugas dan tanggung jawabnya masing-rnasing; 

m. me nerirna mempelajari laporan dan saran dari bawahan 
sebagai masukan untuk dijadikan bahan dalam mcnyusun 
program kerja selanjutnya; 

n. mernbina memberikan rnotivasi kepada bawahan agar 
mclaksanakan tugas secara berdaya-guna dan bcrhasil- 
guna; 

o. me nilai hasil pelaksanaan tugas dari bawahan unt.uk 
penyempurnaan hasil kerja lebih lanjut; 

p. melaksanakan monitoring, eva]uasi dan pela pora n 
kegiatan Bidang Kesehatan Hewan dan Kescha tan 
Ma syarakat Veteriner, Pengolahan dan Pemasaran: 

q. mcngevaluasi hasil kerja bawahan scbagai bahan 
penyusunan hasil kerja lebih lanjut; 

r. melakukan kerja sama dengan unit kerja yang ada , gun;1 
menunjang kelancaran pelaksanaan lugas; 

s. mcmbual laporan kepada Kepala Dinas sebagai rnusuku n 
urituk dijadikan bahan dalam menyusun program kcrja 
di nus lebih lanjut; dan 

t. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan olch 
atasan, sesuai dengan petunjuk dan kctent.uun yang 
berlaku. 



Tugas Pokok Kepala Seksi Kesehatan Masyarakal Veteri ncr 
adalah melaksanakan sebagian tugas Bidang Kcsehatan Hcwa n 
dan Kesehatan Masyarakat Veteriner, Pcngolahan clan 
Pemasaran pelaksanaan kegiatan dalarn pelayanan kcsehatan 
masyarakat vctcr iner. 

Kepala Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner 
Pasal 34 

d. menyiapkan pengadaan vaksin, obat dan bahan kimia; 
e. menyiapkan standar minimal pelayanan kesehatan hewa n; 
f. rneriyelenggarakan pelayanan kesehatan hcwan; 
g. melaksanakan penyusunan penyediaan sa.raria clan 

prasarana pelayanan kesehatan hewan; 
h. rnernbuat pedornan pelayanan kesehatan hewan; 
i. membuat pedornan peridirian rumah sakit hewa n , klinik 

hewan dan praktek dokter hewan; 
J. melaksanakan pengawasan produksi obal hewan , vak sin 

serta bahan-bahan diagnostik; 
k. melaksanakan pengawasan peredaran dan periggunuan 

obat hewan, vaksin serta bahan-bahan diagnostik; 
l. melaksanakan pelayanan prose rekorncndasi / pcrizi nan 

bidang kesehatan hewan; 
m. menyiapkan bahan pernbinaan dan bimbingan pengawasa n 

obat hewan; 
n. melaksanaan pembinaan teknis penyelenggaraan kegiata n 

pengawasan obat dan pelayanan kesehatan hewan: 
o. melaksanakan monitoring dan evaluasi penyelenggaraa n 

kegiatan pengawasan obat dan pelayanan kesehatan hewa n; 
p. mernimpin, mengarahkan dan memotivasi aparatur .Jaba tan 

Fungsional Umum (JFU) dilingkungan Seksi Keseha tan 
Hewan agar dapal melaksanakan lugas secara berdaya- 
guna dan berhasil-guna: 

q. membagi habis tugas Seksi Keschatan Hcwan kcpuda 
Aparatur Jabatan Fungsional Urnurn (.JFU) scbugCli 
bawahan agar setiap personil memahami tugas masmg- 
masing; 

r. memberi petunjuk kepada para bawahannya secara lixa n 
maupun tcrtulis untuk menghindari pcnyimpangan clan 
kcsalahan dalam pelaksanakan tugas; 

s. mcnilai prestasi kerja para bawahannya berdasarkan hasil 
kerja yang dicapai sebagai bahan dalam pernbinaan da n 
peningkatan kirierj a; 

l. melakukan pembinaan, pengendalian monitoring, cvaluasi 
dan pelaporan pelaksanaan tugas; 

u. rnclaporkan pelaksanaan kegiatan baik secara lisan chin 
tertulis sesuai hasil yang telah dicapai sebagai bah1111 
informasi bagi atasan; dan 

v . mclaksanakan tugas lain yang diberikan kcpala bid<mg 
secara berkala dalam rangka kelancaran pclaksan.uin 
tu gas. 



Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagairnana di ma kxud 
dalam Pasal 34, rincian tugas Kepala Seksi Kcschatun 
Masyarakat Veteriner adalah sebagai berikut : 
a. melakukan koordinasi dengan unit kerja lainnya d ibid.rruz 

Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakal Vctcrincr, 
Pengolahan dan Pemasaran dalam rangka penyusw1ci11 
program kerja Seksi Kesehatan Masyarakal Veterinor unluk 
dijadikan pedoman dan pelaksanaan pckcrjaan; 

b. menginventarisasi permasalahan-permasalahan y;rng 
berhubungan dengan bidang tugas Seksi Keschaian 
Masyarakat Veteriner dan menyusun bahan u n t uk 
pemecahan masalah; 

c. menyusun rencana kegiatan Seksi Kesehatan Ma.syara ka t 
Veteriner berdasarkan rencana dan kcbutuhan yung 
menunjang kelancaran pelaksanaan tugas sesua. dcngan 
peraturan perundangan yang berlaku; 

d. melakukan pemantauan dan evaluasi pclaksanua n 
kebijakan terkait dengan kesehatan rnasyarakat veterincr: 

e. melaksanakan pembinaan penanganan hygiene sariirasi 
pada produk hewan dan bahan asal hcwan, sc-rt a 
lingkungan usaha peternakan maupun usaha prorluk 
peternakan (kios daging, dan lain lain); 

f. melaksanakan pembinaan dan pengawasan agar prod uk- 
produk hewani yang dikonsumsi masyarakat memenuhi 
kriteria Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH); 

g. melaksanakan monitoring dan pembinaan penerbitan NKV 
(Nomor Kontrol Veteriner) pada unit usaha peterriakan dan 
produk pangan asal hewan; 

h. melaksanakan pengawasan pemotongan ternak; 
1. melakukan pembinaan, pengawasan dan evaluasi 

pcngcndalian pemotongan ternak betina produktif; 
J. melaksanakan pembinaan tekriis tcrhadap Rumah Potong 

Hewan (RPH); 
k. melaksanakan pembinaan teknis terhadap Rumah Pot.ong 

Unggas/Tempat Pemotongan Unggas; 
I. melaksanakan pembinaan teknis Tempat Penjualan Daging 

(TPD); 
m. mclaksanakan pengambilan sampel produk hcwan unluk 

pcmcriksaan laboratorium terkait Kesehatan Ma syarakat 
Veteriner: 

n. melaksanakan pemeriksaan cepat (rapid lest) tcrharla p 
prod uk asa] hewan secara berkala; 

o. mclaksanakan evaluasi dan perigola han data hasil u_ji 
laboratorium tcrhadap produk hewan dan bahan 11sal 
hcwan (daging, susu dan telur serta olahannya dan lain 
lain); 

p. melaksanakan bim bingan teknis dan pclatihan un t u k 
pctugas pemeriksa hewan kurban; 

Pasal 35 



Tugas Pokok Kepala Seksi Pegolahan dan Perna sa ra n ada la h 
melaksanakan sebagian tugas Bidang Kesehatan Hcwan du n 
Kesehatan Masyarakal Veteriner, Pengolahan dan Pcmasaruri, 
pcngendalian pelaksanaan kegiatan serta pcnyus una n la poru n 
dalarn rangka pegolahan dan pemasaran. 

Pasal 37 

Untuk menyelenggarakan lugas pokok sebagaimana dirnak sud 
dalarn Pasal 36, rincian tugas Kepala Seksi Perigolahan cla n 
Pemasaran adalah sebagai berikut : 
a. melaksanakan koordinasi dengan Seksi lairinya 

dilingkungan Bidang Keschatan Hewan dan Keseha tan 
Masyarakat Veteriner, Pengolahan dan Pemasaran dalarn 
rangka penyusunan program dan rencana kcrja Sck si 
Pengolahan dan Pemasaran untuk dijadikan pcdorna n 
dalam pelaksanaan lugas; 

b. menginvenlarisasi permasalahan yang berhubungan 
dcngan bidang tugas Seksi Perigolahan dan Perna saran chm 
menyusun bahan untuk pernecahan masalah; 

c. melakukan pengembangan modal invcsta si, pclayauan 
perizinan usaha peternakan, membina, pcngolahan dan 
pemasaran ternak dan hasil ternak; 

d. membina pengawasan pengunaan sarana dan prasarana 
tcrnak scrta mernbina promosi dan pemasaran pctcrnaka n; 

c. mcnerapkan standar-standar tcknis pernbinaan mutu dan 
pengolahan hasil; 

Kepala Seksi Pengolahan dan Pemasaran 
Pasal 36 

q. melaksanakan bimbingan teknis dan pelatihan unt uk 
takmir masjid/panitia penyembelihan hewan kurban; 

r. melaksanakan bimbingan teknis pencrapan Animal 
Welfare/ kesejahteraan hewan; 

s. melakukan pembinaan pada kelompok masyruk.u./ 
organisasi/asosiasi terkait dengan kegiatan kcsrnavct., 
[rnisal Asosiasi Jagal); 

l. mernirnpin, mengarahkan dan memotivasi aparatur .Jabatun 
Fungsional Umum (JFU) dilingkungan Scksi Kcschal an 
Masyarakat Veteriner agar dapat melak sanakan t.uga s 
secara berdaya-guna dan berhasil-guna; 

u. mcrnbagi habis lugas Seksi Kesehatan Masyarakal Vctcr i ncr 
kepada Aparalur Jabatan Fungsional Umum (JFLJ) scb.u . .!;<-1i 
bawahan agar setiap persoriil memahami tugas masi11g- 
masmg; 

v . rncngevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawah an un 1 uk 
pcnyempurnaan hasil kerja \ebih lanjut; 

w. mcnyusun laporan pelaksanaan tugas seksi kc schatun 
masyarakat veteriner, dan 

x. melaksanakan tugas kedinasan lain yang dipcrintahkan 
oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. 



Untuk menyelenggarakan tugas pokok scbagaimana d imaksud 
dalam Pasal 38, rincian tugas Kepala Bidang Peny ulu han 
adalah sebagai berikut : 

a. rnelaksanakan koordinasi dengan seluruh bidang dun 
sekretaris dalarn rangka penyusunan program kerja Di112s, 
serta rencana kerja pada Bidang Penyuluhan un Luk 
dijadikan bahan acuan dalam pelaksanaan tugas; 

b. mernimpin, mengarahkan serta mernantau dan 
mengendalikan pelaksanaan program dan kebijakan tck nis 
dibidang penyuluhan agar sesuai dengan perencanaan yung 
telah ditentukan; 

Pasal 39 

Bagian keenam 
Kepala Bidang Penyuluhan 

Pasal 38 

Tugas Pokok Kepala Bidang Penyuluhan adalah rnelak sanak.m 
penyusunan kebijakan program dan pelaksanaan pcnyulul urn 
pertanian, perkebunan dan peternakan. 

f. melaksanakan pemantauan dan pengawasan lernbaga 
sistern mutu produk perternakan; 

g. rncnyiapkan bimbingan peningkatan mutu husil 
petcrnakan; 

h. menyiapkan bimbingan unit pengolahan, alat trasportasi , 
unit penyimpanan dan hasil peternakan asal hewan; 

1. melaksanakan pencliclikan clan pelatihan peternakan; 
J. mcnyiapkan bahan tenaga kerja petcrnakan, invcsru si 

usaha peternakan serta mengoordinasikan promos 1 

investasi dibidang peternakan; 
k. mernimpin, mengarahkan dan memotivasi aparatur .Iabatan 

Fungsional Umum (JFU) dilingkungan Seksi Pengolahan 
dan Pemasaran agar dapat melaksanakan tugas sccuru 
berdaya-guna clan berhasil-guna; 

1. mcmbagi habis tugas Seksi Pengolahan dan Pcrna.sa ra n 
kepada aparatur Jabatan Fungsional Umum scbugui 
bawahannya agar setiap personil memahami tugas clan 
tanggung jawabnya masing-masing; 

m. membina mernberikan rnotivasi kepada bawahan c.igar 
melaksanakan tugas secara berdaya-guna dan bcr ha sil- 
guna; 

n . mcncr ima mernpelajari laporan dan saran dari bawahan 
sebagai masukan untuk dijadikan bahan dalam mcnyusu 11 

program kerja selanjutnya; 
o. mengevaluasi hasil kerja bawahan sebagai bahun 

pcnyusunan hasil kerja lebih lanjut; clan 
p. mclaksanakan tugas kedinasan lain yang dibcrikan olch 

atasan, sesuai dengan petunjuk clan ketentuan yu ng 
berlaku. 



agar marnpu 
dan bcr husil 

'u. memberikan motiva si kepada bawahan 
mclaksanakan tugas secara berdaya-guna 
gun a; 

v . mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan: 
w. membuat laporan kepada Kepala Dinas scb;1g:·1i 

pertanggungjawaban kerja dan sebagai masukan unt uk 
dijadikan bahan dalam menyusun program kcrja d iria s 
lebih lanjut; dan 

x. pclaksanaan tugas lain yang diberikan kcpada dinas scsuai 
tugas dan fungsinya. 

pcnyuluhan informasi pengelolaan L rnclaksanakan 
peternakan; 

J. melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan scrt.a 
informasi penyuluhan peternakan; 

k. melaksanakan penyiapan bahan penyusurian materi: 
1. pcningkatan kapasitasi penyuluh Pcgawai Ncgcri Si pil, 

swadaya dan swasta; 
m. melaksanakan pengembangan metode penyuluhan 

pelernakan; 
n. melakukan penyiapan bahan pengembangan kompeunsi 

kerja penyuluhan peternakan; 
o. mcnyiapkan bahan dan fasilitasr penilaian dan pembcriun 

penghargaan kepada pcnyuluhan peternakan; 
p. menyiapkan bahan clan fasilitasi a kred ita si di bid.: ng 

kclcmbagaan penyuluhan peternakan; 
q. mcnyiapkan bahan dan Iasilitasi serufikasi dan akrcdii asi 

kclembagaan peternak; 
r. rnenyiapkan bah an penilaian dan pernbcrian pcngharg: 1;111 

kcpada kelembagaan penyuluhan petcrnakan; 
s. mernbagi habis tugas pada Bidang Penyuluhan kcp;Hl<I 

bawahan, agar setiap aparatur yang ada mcmaharni bcha n 
tugas dan tanggung jawabnya masing-masing; 

l. mcnerima, mempelajari laporan dan saran dari bawa lian 
sebagai masukan untuk jadikan bahan dalam mcnyusun 
program kerja selanjutnya; 

c. mempelajari peraturan perundang-undangan yang 
berhubungan dengan Bidang Penyuluhan sebagai aci.ra n 
dalarn pclaksanaan tugas; 

d. mcnyusun rencana kegiatan dan anggaran Bidu ng 
Penyuluhan Peternakan; 

e. melaksanakan penyuluhan peternakan dan perigcmbangan 
mekanisrne tata kerja dan metode penyuluhan peternaka»: 

f. me ngumpulkan , pengolahan, pengemasan dan pcnyebaran 
rnateri penyuluhan bagi pelaku utama clan pclaku usaha; 

g. mclaksanakan pengelolaan, bimbingan kelarnbagaan clan 
ketenagaan dibidang penyuluhan peternakan; 

h. mernberikan fasilitasi, penambahan dan pengembangan 
kelembagaan dan forum masyarakat bagi pelaku utarna clan 
pelaku usaha pengembangan metodologi periy u l u hn n 
peternakan; 



d. melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan Scksi 
Kelembagaan; 

c. melakukan penyiapan bahan penguatan, pengcrnbangan , 
peningkatan kapasitas Seksi Kelembagaan; 

f. mengembangkan dan memantapkan kelernbagaan 
kelompok usaha; 

g. meningkatkan pembiayaan dan permodalan usaha; 
h. melaksanakan pembinaan dan pernberdayaan keuangan 

mikro perdesaan; 
1. melakukan bimbingan teknis dan evaluasi kincrja k clornpok 

usaha; 
J. melakukan birnbingan teknis pernanfaatan sumber biuya 

dan keredit usaha; 
k. rnclakukan pembinaan kelembagaan, manajcrncn, kcrja 

sarna dan pola kemitraan usaha; 
L melakukan pernbinaan dan pengawasan usaha petcrnak.m; 
m. melaksanakan pembinaan dan pengawasan usuhu 

petcrnakan; 
n. mclaksanakan bimbingan divcrifikasi usaha; 
o , melaksanakan monitoring, eval uasi dan pelaporan kcgia t.a n 

bidang penyuluh; 
p. melakukan penyiapan bahan penguatan, pengcrnbang.m, 

periingkatan kapasitas kelembagaan pet.ani: 
q. mclakukan pcnyiapan bahan Iasilitasi a krcditu si 

kelembagaan; 
r. melakukan penyiapan bahan dan fasilitasi sertifikasi d a n 

akrcditasi kelembagaan petani; 
s. melakukan penyiapan bahan penilaian dan pcrnbcrian 

pcngahargaan balai penyuluhan; 

Y<lllg 
r lu n 

b. menginventarisasi permasalahan-permasalahan 
bcrhubungan dengan bidang lugas Kclernbagaan 
menyusun bahan untuk pemecahan ma salahnya; 

c. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dun 
anggaran Seksi Kelembagaan; 

Pasal 41 

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 40, rincian tugas Kepala Scksi Kclcmbagnan 
adalah sebagai berikut : 
Cl. mclakukan koordinasi dengan unit kcrja Iainnya 

dilingkungan Bidang Penyuluhan dalam ranuka 
penyusunan program dan rencana kerja Seksi Kelcrnbag.ian 
untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan tugas; 

Kepala Seksi Kelembagaan 
Pasal40 

Tugas Pokok Kepala Seksi Kelembagaan adalah mclaksanakan 
sebagian tugas Bidang Penyuluhan dalam rangka penatnan 
kelembagaan. 



h. mclakukan pcmantauan dan evaluasi pclaksanaa n tu gas 
dan kegiatan penyuluhan; 

1. melakukan penyusunan laporan kcgiatan S('k~i 
Ketenagaan; 

Pasal43 

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dirnak sud 
dalam Pasal 42, rincian tugas Kepala Seksi Ketcnagaan 
adalah sebagai berikut : 
a. mclakukan koordinasi derigan unit kcrja Iain nya 

dilingkungan Bidang Penyuluhan dalam rangka 
penyusunan program dan rencana kerja Seksi Kct.cnag.um 
untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan tugas; 

b. mcnginventarisasi perrnasalahan-permasalahan y;rng 
bcrhubungan dengan bidang tugas Seksi Ketcnagaan d.m 
mcnyusun bahan untuk pemecahan masalahnya; 

c. melakukan penyiapan bahan penyusunan kcbijakan 
rencana dan anggaran Seksi Ketenagaan; 

d. melakukan penyiapan bahan penyusurian kcbijakari 
ketenagaan penyuluhan; 

c. mclakukan penyusunan dan pengelolaan data base 
kctenagaan penyuluhan; 

f. melakukan penyiapan bahan pengembangan kornpct cn si 
kerja ketenagaan penyuluhan; 

g. melakukan penyiapan bahan dan fasilitasi pe nilaian d an 
pemberian penghargaan penyuluh; 

Kepala Seksi Ketenagaan 

Pasal42 
Tugas Pokok Kepala Seksi Ketenagaan adalah rnclak sanakan 
scbagian tugas Bidang Penyuluhan dalarn rangku 
pengernbangan ketenagaan. 

t. melakukan penyusunan laporan dan pendokumcntasiun 
kegiatan Seksi Kelembagaan penyuluhan peternakan; 

u. mcmimpin, mengarahkan dan memotivasi aparatur .Iabai an 
Fungsional Umum (JFU) dilingkungan Scksi Kclcmbagrnu1 
agar dapat melaksanakan tugas secara bcrdaya-guna clun 
berhasil-guna; 

v. mcmbagi habis tugas Seksi Kelembagaan kcpada apara: ur 
Jabatan Fungsional Um um sebagai bawahannya agar set iap 
personil memahami tugas dan tanggung jawa bnya masi 11g- 
masmg; 

w. mcrnbina dan mernberikan motivasi kepada bawahan ag:ar 
melaksanakan tugas secara berdaya-guna dan bcrh asi! 
gun a; 

x. mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan unt uk 
pcnycmpurnaan hasil kerja lebih lanjut; dan 

y. mclaksanakan tugas kedinasan lainnya yang dibcrikan o lch 
atasan. 



Pasal45 

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagairnana dimaksuc.l 
dalam Pasal 44, rincian tugas Kepala Seksi Mctodc clan 
Inforrnasi adalah sebagai berikut : 
a. mclakukan koordinasi dengan unit kcrja lain 11v;-1 

dilingkungan Bidang Penyuluhan dalarn ra ngku 
penyusunan program dan rencana kerja Seksi Metode dan 
Informasi untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanuan 
tu gas; 

b. mcnginventarisasi permasalahan-perrnasalahun y;rng 
bcrh ubungan dengan bidang tugas Seksi Mctode chm 
lnformasi dan menyusun bahan untuk pcrnccahan 
masa]ahnya; 

c. melakukan penyiapan bahan penyusunan matcri ci<ln 
pengembangan metodologi penyuluahan pctcrnakan; 

d. melakukan penyiapan bahan supervisi materi; 
e. melakukan penyiapan bahan informasi dan media 

penyuluhan peternakan; 

Kepala Seksi Metode dan Informasi 
Pasal 44 

Tugas Pokok Kepala Seksi Metode dan Informasi ad.ilah 
melaksanakan sebagian tugas Bidang Penyuluhan dalum 
rangka metode dan informasi penyuluhan. 

p. melakukan pendokumentasian kegiata n kct criagna n 
pcnyuluhan pctcrnakan; dan 

q. melakukan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidurig 
scsuai dengan tugasnya. 

Pcgawa i Ncgcri 

bawahan agar 
dan bcrhusil- 

m. membina mernberikan motivasi kcpada 
melaksanakan tugas secara berdaya-guna 
guna; 

n. mclakukan peningkatan kapasitas pcnyuluh 
Sipil, swadaya dan swasta; 

o. mcngcvaluasi hasil kerja bawahan scbagai bal um 
penyusunan hasil kerja lcbih lanjut; 

J. mempelajari peraturan perundang-undangan y;mg 
berhubungan dengan Dinas Peternakan dan Kcseha(an 
Hcwan serta peraturan perundang-undangan ynng 
berhubungan dengan Bidang Penyuluhan scbagai laridasan 
dalam pelaksanaan tugas; 

k. mcmbagi habis tugas pada Seksi Kctenagaan kcpuda 
bawahan, agar setiap aparatur yang ada mernaharni tugas 
dan tanggung jawabnya masing-rnasing; 

1. mcnerima mempelajari laporan dan saran dari bawahan 
scbagai masukan untuk dijadikan bahan dalam mcnyusun 
program kerja sclanjutnya; 



Pasal 47 

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Pcraturan 
Bupati Lampung Selatan Nomor 39 Tahun 2008 tcntang 
Rincian Tugas Jabatan Dinas Peternakan Kabupaten Lampung 
Selatan (Berita Derah Kabupaten Lampung Selatan Tah un 
2008 Nomor 39) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

BABV 
KETENTUAN PENUTUP 

Ketentuan lain rnengenai Unit Pelayanan Teknis dan Kclornpok 
Jabatan Furigsional, diatur dengan Peraturan Bupati tcrscrid iri. 

BAB IV 

KETENTUAN LAIN LAIN 

Pasal 46 

f. rnelakukan penyiapan bahan pengernbangan clan 
pengelolaan sistern rnanajernen informasi penyuluhan; 

g. melakukan pcnyusunan laporan penyuluhan ; 
h. mclakukan pengembangan rnetodologi penyuluhan; 
1. mendokumentasikan kegiatan Seksi Metode dan lntorrnasi 

penyuluhan; 
J. melakukan kegiatan lain sesuai dengan jenjang jabat.an 

fungsional masing-masing berdasarkan pcr atura n 
perundang-undangan; 

k. melakukan pengawasan peredaran dan sertifikasi bibit 
ternak; 

l. melakukan penyebaran informasi rnelalui brosur, lea lkt 
dan media sosial; 

m. rnelakukan program yang telah disusun scsuai dcngan 
petunjuk pelaksana yang telah ditentukan; 

n. mernimpin, mengarahkan dan rnernotivasi aparatur .Jabatan 
Fungsional Urnum (JFU) dilingkungan Seksi Metode dan 
lnformasi agar dapat rnelaksanakan tugas secara bcrdaya- 
guna dan berhasil-guna; 

o. mernbagi habis tugas Seksi Metode dan lnforrnasi kcpuda 
aparatur Jabatan Fungsional Um um sebagai bawahun nyC1 
agar setiap personil mernahami tugas dan tanggung 
jawabnya rnasing-masing; 

p. mengumpulkan, menghimpun dan menyusun baha n uni uk 
mernbuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan seb.igai 
pcrtanggungjawaban kerja dan sebagai ma sukan dula m 
pcnyusunan program dan rencana kcrja lcbih lunjut.; 

q. mernbina dan mernberikan motivasi kepada bawahan ug::ir 
melaksanakan tugas secara berdaya-guna dan bcrhusil- 
guna; 

r. mcngevaluasi hasil kerja bawahan sebagai ba n a n 
pcnyusunan hasil kerja lebih lanjut; dun 

s. mclaksanakan tugas kedinasan lainnya yang dibcrikan olch 
atasan. 



FREDY SM 

DERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2016 NOMOR '1'- 

Diundangkan di Kalianda 
pada tanggal ~ N~~ 2016 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN, 

I 
I .,»: 

ZAINUDIN HASAN 

Ditetapkan di Kalianda 
pada tanggal & tH»a~.~ 2016 
BUPATI LAMPUNG SELATAN, 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 
dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Selatan. 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Pasal48 
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